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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespon 
berkembangnya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 
Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 
1941:3), Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 
No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 
dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang. 
Penyelenggara Lelang terdiri dari KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. 
Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang 
sesuai kewenangannya. Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak 
boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan 
lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang. Penjual 
menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling 
lambat sebelum pelaksanaan lelang. Pada Lelang yang dilaksanakan dengan penawaran melalui 
Aplikasi Lelang, kehadiran Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
sarana media elektronik yang memungkinkan Pejabat Lelang dan Penjual dapat saling 
mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang 
harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan. Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan 
Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dalam Bahasa Indonesia. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang 
dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet, dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan 
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang; dan  

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 
23 Desember 2020. 

  - Lampiran halaman 78-227. 

 


